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KATA PENGANTAR 

 

Pertanian merupakan sektor andalan dalam menopang kemajuan 

suatu negara dengan kegiatan utamanya melakukan pemanfaatan 

sumberdaya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan 

bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta 

untuk mengelola lingkungan hidupnya. 

Politik pertanian sebagai ilmu memberikan gambaran 

keberpihakan para pemangku kebijakan dalam pemerintahan 

kepada para pelaku usaha agribisnis khususnya petani. Politik 

pertanian bertugas menganalisis berbagai faktor yang perlu 

diperhatikan dalam merumuskan kebijakan dalam setiap aktivitas 

sektor pertanian. Faktor-faktor dimaksud mencakup ekonomi, 

sosial, politik, budaya, teknik budidaya, dan lain-lain.  

Buku ini terdiri dari 14 Bab, yaitu : Tantangan Dan Permasahan 

Pembangunan Pertanian Di Indonesia, Pengertian Politik 

Pertanian, Ruang Lingkup Politik Pertanian, Struktur Dan 

Karakteristik Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi, Peran 

Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi, Orientasi Produksi 

Komuditas Pertanian, Peranan Kelembagaan, Pasar, Pemerintah, 

Dan Kebijakan, Kerangka Dan Analisis Kebijakan, Kebijakan 

Harga, Kebijakan Pemasaran, Kebijakan Perkreditan, Kebijakan 
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Reforma Agraria,  Dan Kebijakan Pembangunan Pertanian 

Menuju Kesejahteraan. 

 

Penulisan buku ini, bermaksud untuk merangsang para Pihak/ 

stakeholders Pertanian, utamanya dari kalangan akademisi, 

peneliti, pegiat LSM dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya 

untuk menuliskan pemahaman dan pengalamannya tentang 

Pembangunan Pertanian, khususnya di Indonesia. 

Akhir  kata, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak 

UMA Press yang berkenan menerbitkan tulisan ini, juga 

disampaikan kepada rekan-rekan sejawat dan mahasiswa/ 

mahasiswi kami yang telah banyak memberikan semangat dan 

sumber motivasi bagi penulis. 

 

Medan, Desember 2022 

 

Penulis 

Muhammad Fadly Abdina, SP,.M.Si 
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SINOPSIS 

Secara umum masyarakat luas memaknai politik hanya sebagai 

momentum pemilihan pada setiap prosesi politik yang terjadi 

ditengah masyarakat seperti Pemilihan Umum (Pemilu), 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Kepala Desa 

(Pilkades), dan lainnya sehingga tidak jarang dengan adanya 

perbedaan sudut pandang pilihan mengakibatkan terjadi 

perdebatan dan pada akhirnya terjadi perselisihan yang 

mengakibatkan sebahagian besar masyarakat enggan untuk 

membahas soal politik. 

Sejatinya politik merupakan suatu fenomena yang berkaitan erat 

dengan aktivitas keseharian manusia pada lingkungan 

bermasyarakat. Manusia Kodratnya merupakan makhluk sosial 

yang senantiasa hidup dinamis dan berkembang. Oleh karenanya 

politik merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam 

rangka proses perkembangannya ditengah masyarakat. 

Politik pertanian pada dasarnya merupakan keberpihakan 

kebijakan pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat laju 

pembangunan pertanian terutama dalam menghadapi era revolusi 

industri 4.0. Dinamika politik yang terjadi pada tubuh pemerintah 

sudah semestinya harus berpihak pada kepentingan kemajuan 

pertanian dan kesejahteraan petani dalam hal penyediaan input 

produksi yang mudah dan terjangkau, sarana alat produksi 

pertanian yang memadai, dukgan pasca panen, perlindungan 
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harga, dukungan permodalan, dukungan penyuluhan, jaminan 

resiko, dan jaminan akses pasar bagi setiap produksi pertanian 

yang dihasilkan.  

Disisi lain dukungan kebijakan/regulasi pembangunan sektor 

pertanian pada perusahaan-perusahaan pertanian perlu untuk 

diperhatikan, seperti : perusahaan-perusahaan pengangkutan, 

perkapalan, perbankan, asuransi atau lembaga-lembaga 

pemerintah dan swasta lainnya. 

Penulisan buku ini didasari pada pengalaman penulis dalam 

melihat perkembangan dinamika sektor pertanian dan  dalam 

proses memberikan mata kuliah Politik Pertanian di Fakultas 

Pertanian, yang mana mengalami kekurangan dan kesulitan dalam 

mencari referensi sumber pustaka. Harapannya buku ini dapat 

menjadi referensi para pihak maupun stakeholders pertanian, baik 

pemerintah maupun swasta dalam membuat kebijakan dan 

kegiatan-kegiatan dalam rangka memajukan sektor pertanian dan 

kesejahteraan petani serta dapat menjadi pegangan mahasiswa 

dalam mempelajari mata kuliah Politik Pertanian. 


